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BUPATI GOWA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA

NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI GOWA,

a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf d

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

- tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

maka Pajak Reklame merupakan jenis Pajak
Daerah;

. bahwa untuk memungut Pajak sebagaimana

dimaksud huruf a diatas, maka perlu
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959

tentang  Pembentukan  Daerah-Daerah
Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambshan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);



10.

11.

Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(LLembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578); :

. Peraturan Pemerintah Nomocr 38 Tahun 2007

tenteng Pembagian Urusan Pemerintahen
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan  Pemerintzhan  Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010

tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010
tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut
Berdasarkan Ketetapan Kepala Daerah atau
Dibayar Sendiri oleh Wajib  Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahyun 2010 Nomor 153);

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah
Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 3).



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GOWA

dan

_ BUPATI GOWA
~_MEMUTUSKAN:

aetapkan : PERATURAN DPAERAH KABUPATEN
GOWA TENTANG PAJAK REKLAME

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

am Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

Daerah adaiah Kabupaten Gowa.

Pemerintah Daerah adalah Bupati Gowa beserta Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
Kabupaten Gowa.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Gowa.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan  Perundang-
undangan yang berlaku. _

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang
dibentuk oleh DPRD Kabupaten Gowa dengan persetujuan
bersama Bupati Gowa.

Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Gowa,

Kantor Pelayanan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Terpadu
Kabupaten Gowa.

9.

10.

11.
i2.

13.

14.

15.

Pajak Daerah yang selanjuinya digebut puj
wajib kepada daerah yang terutang oloh ¢
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Unt
dengan tidek mendapatkan imbalan secara la

kemakmuran rakyat.
Badan adalah sekumpulan orang dan/atan modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terba?a_s,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD)
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekufuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi
lainnye. lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
Pajak Reklamc adalah pajak atas penyelenggaraan rekl‘ame.
Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang
bentuk dan corek ragamnya dirancang untuk tujuan komersial
memperkenalkan, menganjurkan, mempromos:ikan, atau untuk
menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau
badan, yang dapat dilibat, dibaca, didengar, dirasakan
dan/atau dinikmati oleh umum.
Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat
dikenakan pajak. o
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan .mehpuu
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pgjak yang
mempunyai hak dan kewajiban ‘perpajakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlak.u.‘
Nilai Jual Objek Pajak Reklame, yang selanjutnya dlsmgkat
NJOPR adalah keseluruhan pembayaran, pengeluaran biaya
yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelejnggara
+eklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan
reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos
perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecetan,
pemasangan  dan transportasi/pengangkutan  dan  lain
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e_:bagainya sampai dengan bangun reklame rampung
Ipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan/atau terpasang di
*mpat yang lebih diijinkan. '

lilai Sewa Reklame, yang selanjutnya disingkat NS
1enjumlahkan Nilai Jfual Objek Pﬁjak Regkx;ame (II{\I%;?{I;
engan nilai strategis.

fasa Pajak ada@ah Jjangka waktu 1 (satu) bulan kalerder atau
mgka w§ktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling
u:{Ja:aE 3 (tiﬁi) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib
ajak untuk menghitung/menve j
e tom ghitung/menyetor dan melaporkan pajak
ahun Pajak adalah jangka wakiu yang lamanva 1

lender kecuali bila Wajib Pajal'z mingguna}lr(an (tz?:{tltlll)l tghﬁ
wg tidek sama dengan tahun kalender. |
yak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada
taty saat, dalam masa pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam
aglan Tahun Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan
'rundang-undangan perpajakan daerah.

'munguten adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
:nglnmpungn data objek dan subjek pajak, penentuan
samya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan
jak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
sentif adalah adalah sistem kompensasi yang diberikan
pada SKPD Pengelola Pajak yang menghasilkan
nde.lpatan dan penerimaan daerah, dimana jumiah yang
serikan tergantung dari hasil yang dicapai. _

mat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
ngan SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak
ng telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah
akukan dengan Cara Lain Ke Kas Daerah melalui tempat
mbaﬁaran yang ditunjuk oleh Bupati

rat Ketetapan Pajak Dacrah, yang selanjutnya disi

PD adalah surat ketetapan paj%ak yzgng ymenenlg%;r:
sarnya jurnlah pokok pajak yang terutang,

24,

25.

Surat. Tagikan Pajak Dacrah, yang selanjutnya disingkat
STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau
sanksi administratif berupa bunga dan atau denda. A

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang

‘membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau

26.

217.

28.

29.

kekelirnan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan .daerah yang
terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Daerab, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat: Ketetapan Pajak- Daerah Nihil, Surat
Ketetapan Pajak Daerah -Lebih Bayar, Surat Tagiban Pajak
Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan
Keberatan.

Swat Keputusan Keberaten adalash Surat keputusan atas
keberatan atas surat keberatan terhadap surat pemberitahuan
Pajak Terutang, Surat Ketapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib
Pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas
banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan
oleh Wajib Pajak.

Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh
Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatukeputusan
yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan
secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi
keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan
dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan
barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode
‘Tahun Pajak tersebut.
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. Pemeriksaan adaiah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
bemeriksaan untuk menguji kepatuhan permenuhan kewajiban
perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah, a

~Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dacrah adalah
serarigkaian tindakan' yang: dilakukan oleh penyidik untuk
mencarn serta mengumpulkan bukti yang dengan bukii itu
membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah
yang terjadi serta menemukan tersangkanya. - :

.. BABH -
'NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
S " Pasal 2

agan Nama Pajak Reklame, dikenakan pajak atas
iyelenggaraan reklame.

Pasal 3
Objek pajak adalah semua penyeélenggaraan reklame.
Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
reklawe kain; o ' h
reklame melekat, stiker;
reklame selebaran;
reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;

TrresmSe Ao o

{3) Tidak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah :

a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio,
warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan
sejenisnya;

b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang
diperdagangkan, vang berfungsi untuk membedakan dari
produk sejenis lainnya;

c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat
pada bangunan tempat usaba atau profesi diselenggarakan
sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal
usaha atau profesi tersebut; _

d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang
menggunakan Reklame.

(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang
menyelenggarakan Reklame.

(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung
oleh orang pribadi atau badan, Wajib Pajak Reklame adalah
orang pribadi atau badan tersebut.

(4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga,
pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame,

BAB III
DASAR PENGENAAN TARIF DAN DASAR
* PERHITUNGAN FAJAK

Pasal 5
(1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh Pihak ketiga, Nilai
Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
(3) Dalam ha! Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa
Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
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\gan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan,
asi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan,
tlah, dan ukuran media Reklame.
lam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada
t (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai
va Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor
agaimana dimaksud pada ayat (3).
2 perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud
la-ayat (3) adalah.sebagai berikui ;

R =NJOPR + nilai strategis-

sil perhitungan Nilai Sewa rekiame sebagaimana dimaksud
la ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. -

Pasal 6
ajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima

Pasal 7
n pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan
engalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
- dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam
ayat (6).

BABIV
WILAYAH PEMUNGUTAN

"Pasal 8- o
h Pemungutan Pajak Reklame adalah ch Kabupaten Gowa.

BAB V
MASA PAJAK

Pasal 9
‘ajak Reklame adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu)
:alender.
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Pasal 10

(1) Setiap Wajib Pajak melaporkan data subjek dan GbJﬁk f‘)aj

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harug di
dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh
wajib pajak atau kuasanya.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima
belas) hari setelah tanggal diterimanya laporan oleh Subjek
Pajak.

(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian laporan ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

BAB VI
PENETAPAN PAJAK
Pasal 11

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(1) Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKIPD,

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 12

(1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.

(2) Setiap Wajib Pajak membayar pajak yang terutang
berdasarkan Surat Ketetapan Pajak.

(3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban pérpajakan
berdasarkan penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan
SKPD atau dokuimen lain yang dipersamakan.

(4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) berupa karcis atau nota perhitungan.

Pasal 13
(1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang
dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3)
diatur dengan Peraturan Bupati.

It




lentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan
yampaian SKPD atau dokumen iain yang dipersamakan
agaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diatur
igan Peraturan Bupati. :

BAB VIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

_ -Pasal 14
tansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi
entif atas dasar pencapaian kinerja. C
mberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
etaaikan ‘melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
erah. '
nerima pembayaran Insentif dan besarnya pembayaran
sentif ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan
raturan perundang-undangan.

BAB IX
SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal15.
dapat menerbitkan STPD jika :
jak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
ri hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran
sagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.
ajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga
n/atau denda. : -

BAB X '
[ATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGiHAN

Pasal 16
1pati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan
nyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh)
ri kerja setelah saat terutangnya pajak.

12

(2) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Kcputusan
Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah
pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar
penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

(3) Bupati ‘atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi
persyaraten yang ditentukan dapat memberikan persetujuan
kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda
pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua
persen) setiap bulan.

(4) Persyaratan untvk dapat mengangsur dan menunda
pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan
penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
dengan Peraturan Bupati. ' ‘

Pasal 17

(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

(2) Pajak yang terutang berdasarkan- SKPD, STPD, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan
Putusan Banding, yang tidak atau kurang bayar oleh wajib
pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

(3) Penagiban pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18 :

(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain
yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan
dalam SKPD dan STFPD. '

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang
di , hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah

ambatnya -1 %24 jam atau dalam waktu yang

z Q:: - .

S

imana dimaksud pada ayat (1) dan
1 menggunakan SSPD.
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Pasal 19
Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat
dalam buku penerimaan.
Bentuk jenis, isi ukuran tanda bukti pembayaran dan buku
psanerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan dengan Petaturan Biipati.

nt

Pasal 20

Surat Teguran atau Surat Peringatan atan surat Jain yang
stajcqis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak
dikelvarkar 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat
Teguran atan Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis,
Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh
ejabat.

Pasal 21

Apabila jumlah pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam
angka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran
itau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah
»ajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.

’ejabat menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh
atu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan
itau surat lain yang sejenis.

L Pasal 22 ,
ila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka
u 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa,

at segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan
itaan.
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Pasal 23
Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum jtfga
melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) har ‘sejak
tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan,
pejabat mengajukan permintaan pcnefapan tanggal pelelangan
kepada Kantor Lelang Negara.

: Pasal 24 _ _
(1) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tang'gal, jam
dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita r.nem‘oentahukan
dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak. .
(2) Setelah jadwai pelelangan sebagaimana ayat (1) ditetapkan,
 maka pejabat menetapkan lelang. '
(3) Tata cara pelelangan diatur oleh ketentuan yang berlaku.

Pasal 25 '
Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk
pelaksanaan penagihan pajak daetah ditetapkan dengan Peraturan
Bupati. .

. BAB X1
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 26

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, keda.luwarsa. setelah
melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhl?ung sejak saat
terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan
tindak pidana di bidang perpajakan daer'f:h. .

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tertangguh apabila:
a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat palfsa atau; .
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik

langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa
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penagihan dihitung sejak tan
tersebut.

4) Pfengakuan utang Pajak secara langsung  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan
kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan
belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah,

5) P_engakuan utang secara tidak langsung  sebagaimana

. dimaksud pada ayat (2) hurnf b dapat diketahui dari pengajuan
pesnohonan - angsuran  atay penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

ggal penyampaian surat paksa

] . | Pasai 27
1) Pn;t;{ng Paljak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak
un melakukan penagihan sudah  ked:
g, kedaluwarsa dapat
2) Bupati nze;l}ftallzkan keputusan penghapusan Piutang Pajak
yang su edaluwarsa sebagai imal
T ed gaimana dimaksud pada
) Tata cara penghapusan  piutan jak ‘
[ g pajak yan d
kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. Yone sudeh

BAB XiI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
PAJAK

a Pasal 28

- Bupati - berdasarkan  peymohonan Wajib  Pajak dapat
mﬁ:;ni{benkan pengurangan, keringanan, dan pembebasan
pajak.
Tata cara pemberian penguran i

‘ gan, keringanan, dan
pfambebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Bupati, ’ , ’
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- «BAB XIII

PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU
PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 29

(1) Atas permohonan Wajib Pgjak atau karena jabatannya, Bupati
dapat membetulkan SKPD, STPD, atau SKPDLB yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis: dan/atau kesalahan
hitung dan/atan kekeliruan penerapan ketentuan tertentu
dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Bupati dapat: - . : S
a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif

berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang
menurut Peraturan Perundang-undangan perpajakan
daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena
kehilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan SKPD, STPD, atau
SKPDLB yang tidak benar;

¢. mengurangkan atau membatalkan STPD;

d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang
dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara
yang ditentukan; dan

e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan
pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau
kondisi tertentu objek pajak. -

(3) Permohonan pembetulan, pembatalan penigurangan ketetapan
dan penghapusan sanksi administratif ‘atas SKPD, STPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) barus disampaikan
secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati, atau pejabat
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
diterima SKPD, STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

(4) Bupati atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima,

sudah harus memberikan keputusan.
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5) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) Bupati atau pejabat tidak memberikan
keputusan, k permohonan  pembetulan, pembatalan
peugurangan ketetapan dan penghapusan atau pe guran ,

5 ;{ankm administrasi dianggap dikabulkan. B .-

etentuan lebih lanjut mengenai tata cara
' g pengurangan atau
_' penghapusan sanksj -administratif dan pengurangin. atau

.3 pegl_l?atalan ketetapan pajak sebagaimana.dimaksud pada ayat

(2) diatur dengan Peraturan Bupati.

- BAB Xiv

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
~ Pasal30

) Efi‘xjﬂ? Pajak dapat_..mengajukan ‘permohc.me'n-l‘pcngembalian
elebihan pembayaran pajak kepada. Bupati atau pejabat
secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
a. nama dan alamat pajak; -
b. niasa Pajak;
¢. besarnya kelebihan pembayaran pajak;
d. aIa}san yang jelas. _
). Bupati atau pcja}aat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua
Ezﬁ) bulan s?kak glterimanya permohonan pengembalian
ayaran pajak sebagaimana dimaksud pada harus
memberikan keputusan, peca syat (D
) A..pablla j.angka Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilampaui, Bupatl atau pejabat tidak memberikan keputusan,
p?rmohona{l pengembalian kelebihan pembayaran pajak
dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam
Kaktu paling lama 1 (satu) bulan,- '
) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang paj i
ila men § pajak lainn
ga)lelbmaq pem;)iz}i,_raran pajak sebagaimana dimaksud pada a;’:;
) langsung tung untuk melunasi terlebih dahul
pajak dimaksud. " vine
| Pengembal.ian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam
waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya
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SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar
Kelebihan Pajak (SPMKP).

(7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan
setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB,
Bupati atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2%
(dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran
kelebihan pajak.

Pasal 31

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan
utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat
(4), pembayarannya dilakukan dengan cara memindahbukukan
dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti
pembayaran. - ' . -

BAB XV
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 32

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada
Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu : :
a. SKPD;

b. SKPDLB; dan L

c. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
berdasarkan ketentuan perataran perundang-undangan
perpajakan daerah.

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus. disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3
(tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau
pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali
jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu
tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
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{4) Kebeéatan dﬁpat diajukan apabila Waiib Pajak telah
mem a aI - . - - - - - .
-y yar paling sedikit sejumlah yang telgh disetujui Wajib

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebageimana
gil;ag};s;d pad% ayat (1%, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak

i P sebagar Swurat Keberatan i i
dipertimbangkan, tohingga - tidak

(6) _Tanda pfanerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati

.z:caablé___lzl}fzbat Izlang dittmjuk atau tanda pengiriman surat
rTatan melalui ‘surat pos tercatai sebacaj i
penerimaan surat keberatan, - s fanda bk

e Pasal 33 '

(1) Bupati dalam jangka wakty paling lama 12 (dua belas) bulan
sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi

' keputusan atas keberatan yang diajukan.

2) Kcl:pumsan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau ménamb
pajak-yang terutang. ' ot besamya

3) Apabila jangka wakty sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
telah lewat dan .Bupati tidak memberi suaty keputusan
keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan, ,

) Wasib Paiak d Pasal 34
ajib Paj apat mengajukan permohonan bandin han
- - l a
kepada Pengadilan Pajak  terhadap keputusan mingenj;i
. keberatannya yang_ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
N Pfar_mohonan banding s.ebagaimana dimaksud pada ayat (D)
diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan
la:lasa:tlus yang.(gii Jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak
eputusan diterima, dilampiri salinan dari
keberatan tersebut, suat Keputusan
) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban

membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sej
penerbitan Putusan Banding. (satu) sejak tanggal
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Pasal 35

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding
dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran
pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar
2%  (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua
puluk empat) bulan. _

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya

SKPDLB.

BAB XVI ,
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 36

(1) jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD
sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf a dan huruf b
ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar
2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima
belas) bulan sejak saat terutangnyz pajak.

(2) SKPD yang tiduk atan kurang dibayar seteiah jatuh tempo
pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan ditagih melalui
STPD.

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa
denda sebesar 50% (lima pulub persen) dari jumlah pajak
berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak
yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan,

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding,
sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh
persen) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) tidak
dikenakan, o

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif 100%
(seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan
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Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah
dibayar sebelum mengajukan keberatan,

) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
dikenakan iika Wajib Pajak melaporkan sendizi sebelum
dilakukan tindakan pemeriksaan.

 BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

" Pasal37
ndak Pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah
slampaui jangka wakiu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya
jak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian
hun Pajak atan berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan .

BAB XVII
PENYIDIKAN
~ Pacal 38
'Pejabat  Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan

Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik

untuk  melakukan penyidikan tindak pidana di bidang

perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Hukum Acara Pidana.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah :

a. menerima, = mencari, mengumpulkan  dan  meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana
di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan
tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan  keterangan
mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran
perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana
perpajakan daerah; :

. meminta keterangan dan bahan bukti orang pribadi atan
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang
perpajakan daerah;
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Pasal 40
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlakn, Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
- dengan penempatannya ddlam Lembaran Daerah Kabupaten
Gowa.

Diundangkan di Sung asa

GO
L DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2011 NOMOR 28
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